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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/M-DAG/PER/10/2014

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik
yang baik, efisien, efektif dan berkualitas, perlu
didukung Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Perdagangan yang profesional, bertanggung jawab, adil,
jujur dan kompeten dalam bidangnya;

b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan
kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Perdagangan perlu diatur pembinaan dan penerapan
pola karier pegawai yang adil dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2011;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/
PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012;

11.Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-
DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014;

12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG POLA
KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karier adalah seluruh jabatan yang dipangku oleh seseorang selama
masa kerjanya.
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2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
menggambarkan alur pengembangan karier berdasarkan persyaratan
administratif dan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil sejak
pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara
nasional.

6. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian
Perdagangan, meliputi Unit Eselon I, Unit Eselon II dan Unit
Pelayanan Teknis Kementerian Perdagangan.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

13. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai
yang memiliki karakterisitik sama atau tugas yang sejenis.

14. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas
dan/atau fungsi jabatan.



2014, No.17055

15. Kompetensi manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi
jabatan.

16. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.

17. Tim Penilai Kinerja PNS Kementerian Perdagangan adalah tim yang
dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk memberikan pertimbangan
kepada Menteri Perdagangan mengenai pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian dalam dan dari Administrator dan Pengawas di
lingkungan Kementerian Perdagangan.

18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non
struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

19. Kelas Jabatan (Job Grading) adalah pengelompokan jabatan hasil dari
penilaian bobot suatu pekerjaan sebagai salah satu dasar pemberian
besaran tunjangan kinerja.

20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut dengan SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai
Negeri Sipil.

21. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan.

BAB II

JABATAN DAN RUMPUN JABATAN

Pasal 2

Jabatan PNS Kementerian Perdagangan terdiri atas :

a. Jabatan Pimpinan Tinggi;

b. Jabatan Administrasi;

c. Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pasal 3

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan

b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.


